BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya
dalam skripsi ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan antara lain:

1. Pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana prostitusi online yang
diterapkan kepada terdakwa N adalah Strict Liability karena terbukti
secara sah melakukan tindak pidana secara sengaja dan sadar oleh diri
sendiri, serta semua unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa
Penuntut Umum Kkepada terdakwa N dalam putusan Nomor
159/Pid.Sus/2021/PN.Bit telah terpenuhi. Terdakwa N didakwa oleh
Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Maka dari itu
pertanggungjawaban pidana yang diterapkan kepada terdakwa N adalah
pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

2. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit
yaitu: (1) pertimbangan yuridis yaitu dakwaan Jaksa, keterangan saksi dan
keterangan terdakwa, barang bukti.(2) pertimbangan non yuridis yaitu
latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa.(3) hal yang

memberatkan terdakwa.(4) hal yang meringankan terdakwa.

56
UNIVERSITAS BUNG HATTA



57

B. Saran
Berdasarkan uraian diatas, maka saran yang dapat diberikan penulis
dalam skripsi ini adalah:

1. Diharapkan pemerintah agar lebih mempertegas penerapan pidana yang
mengatur tentang penggunaan aplikasi MiChat serta memberikan sanksi
yang tegas terhadap pengguna pada penyalahgunaan aplikasi tersebut.

2. Diperlukan agar masyarakat untuk memiliki kesadaran hukum melalui
program pemerintah maupun sosialisasi kepada masyarakat tentang
dampak dari melakukan prostitusi online untuk meningkatkan kesadaran
hukum bagi masyarakat.

3. Diharapkan adanya kesadaran masyarakat untuk memberikan batasan-
batasan dalam pergaulan agar selanjutnya tidak terjadi lagi tindak pidana
yang mendistribusikan informasi elektronik dengan muatan melanggar

kesusilaan seperti pada kasus prostitusi online.
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